
PERATURAN DAERAH OTA DENPASAR 

PENGANGKATAN DAN PEMBERH NTIAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DE 

Dasar Negara Republik 

Tahun 2014 tentang Desa 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
ra Republik Indonesia Nomor 

4. Undang-Undang Nomor 
(Lembaran Negara Republi 
Tambahan Lembaran Ne 
5495); 

2. Undang-Undang Nomor 1 ahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingka II Denpasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah n 1992 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

3. Undang-undang Nomor 5 un 1979 tentang Pemerintahan 
Desa (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 56, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3153); 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undan 
Indonesia Tahun 1945; 

Menimbang: bahwa untuk melaksanak n ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri omor 83 tahun 2015 tentang 
Pengangkatan Dan Pembe hentian Perangkat Desa, perlu 
menetapkan Peraturan Da rah tentang Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Perangkat 

5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir de gan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perub an Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Neg ra Republik Indonesia Nomor 
5679); 



6. Peraturan Pemerintah omor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Un ang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tamb han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) s bagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah N mor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Und ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 157, Tamb han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717) ; 

7. Peraturan Pemerintah No or 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari nggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tah n 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No or 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari nggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan da Pemberhentian Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik I donesia Tahun 2016 Nomor 5), 
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan emberhentian Perangkat Desa; 

Dengan Persetujua Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D ERAH KOTA DENPASAR 

dan 

WALIKOTA DEN 

MEMUTUS 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH T NTANG PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN PERANG T DESA. 

BAB I 

KETENTUAN U UM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i i yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Denp ar. 
2. Pemerintah Kota Adalah Pemerintah Kota Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikot Denpasar. 



4. Dewan Perwakilan akyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Denpasar. 

5. Camat adalah Pem mpin Kecamatan yang berada 
dibawah dan bertang ng jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang erwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat erdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ at u hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam siste pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

7. Dusun adalah bagi n wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkunga kerja pelaksanaan Pemerintahan 
Desa. 

8. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan k pentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemeri tahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Pemerintah Desa ada ah Perbekel atau yang disebut 
dengan nama lain diba tu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerin ahan Desa. 

10. Anggaran Pendapatan an Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa ad lah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

11. Perbekel adalah pe abat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenany,, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan mah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas ari Pemerin tah dan Pemerin tah 
Daerah. 

12. Perangkat Desa adal h unsur staf yang membantu 
Perbekel dalam penyu unan kebijakan dan koordinasi 
yang diwadahi dala Sekretariat Desa, dan unsur 
pendukung tugas Perb kel dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam b ntuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. 

13. Badan Permusyawarata Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembag yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang a ggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berda arkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demo ratis. 

14. Pegawai Negeri Sipil ang selanjutnya disingkat PNS 
adalah Warga Negara I donesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat seba ai ASN secara tetap oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaia untuk menduduki jabatan 
Pemerintahan. 

BAB II 

PERANGKAT D SA 

Pasa12 

( 1) Perangkat Desa terdiri at 
a. Sekretariat Desa; 
b. Pelaksana Kewilayaha ; dan 
c. Pelaksana Teknis. 



(2) Jumlah Perangkat Des 
( 1) disesuaikan denga 
Desa yang ditetapkan 
desa. 

sebagaimana dimaksud pada ayat 
Susunan Organisasi Pemerin tah 

erdasarkan tingkat perkembangan 

BAB III 

PENGANGKATAN PE NGKAT DESA 

Bagian Ke 

Persyaratan Pen angkatan 

(1) 

(2) 

(3) 

Perangkat Desa dian kat oleh Perbekel dari warga Desa 
yang telah memenuh persyaratan umum dan khusus. 

Persyaratan Umum f bagaimana dimaksud pad a ayat 
(1) adalah sebagai be ikut: 

a. berpendidikan p ling rendah sekolah menengah 
umum atau yang s derajat; 

b. berusia 20 (dua uluh) tahun sampai dengan 42 
(empat puluh dua) tahun; dan 

c. memenuhi keleng pan persyaratan administrasi. 

Persyaratan Khusus ebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) yaitu persyarata yang bersifat khusus dengan 
memperhatikan hak sal usul dan nilai sosial budaya 
masyarakat setempat dan syarat lainnya. 

Pasal 4 

Kelengkapan persyarat n administrasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri 
atas: 

a. Kartu Tanda Pendud k atau Surat Keterangan Tanda 
Penduduk; 

b. Surat Pernyataan ber akwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa yang dibuat oleh ang bersangkutan di atas kertas 
bermaterai; 

c. Surat Pernyataan me egang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, Undang-Udang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan 
memelihara keutuh Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinne a Tunggal Ika, yang dibuat oleh 
yang bersangkutan di tas kertas segel atau bermaterai 
cukup; 

d. Ijazah pendidikan da i tingkat dasar sampai dengan 
ijazah terakhir yang d legalisasi oleh pejabat berwenang 
atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; 

e. Akte Kelahiran atau S rat Keterangan Kenal Lahir; 
f. Surat Keterangan berb dan sehat dari Puskesmas atau 

aparat kesehatan yang berwenang; dan 
g. Surat Permohonan me jadi Perangkat Desa yang dibuat 

oleh yang bersangku an di atas kertas segel atau 
bermaterai cukup. 



Pasal 

( 1) PNS yang akan dian kat menjadi Perangkat Desa harus 
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina 
kepegawaian. 

(2) Dalam hal PNS seb gaimana dimaksud pada ayat (1) 
terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang 
bersangkutan dibeb skan sementara dari jabatannya 
selama menjadi per gkat Desa tanpa kehilangan hak 
sebagai PNS. 

Pasal 

( 1) PNS yang terpilih an diangkat menjadi Perangkat 
Desa, yang bersang utan dibebaskan sementara dari 
jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa 
kehilangan haknya s bagai PNS. 

(2) Dalam hal PNS y g terpilih dan diangkat menjadi 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berhak menerima aknya sebagai PNS, mendapat 
tunjangan Perangka Desa dan pendapatan lainnya 
yang sah bersumbe dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

Mekanisme Pen angkatan 

( 1) Pengangkatan Peran kat Desa dilaksanakan melalui 
mekanisme se bagai b riku t: 
a. Perbekel dapat embentuk Tim yang terdiri dari 

seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal 
seorang anggota; 

b. Perbekel melaku an penjaringan dan penyaringan 
calon Perangkat esa yang dilakukan oleh Tim; 

c. Pelaksanaan pe iaringan dan penyaringan bakal 
calon Perangkat esa dilaksanakan paling lama 2 
(dua) bulan setel h jabatan perangkat desa kosong 
atau diberhentik n; 

d. Hasil penjaringa dan penyaringan bakal calon 
Perangkat Desa s kurang-kurangnya 2 (dua) orang 
calon dikonsultasikan oleh Perbekel kepada Camat; 

e. Camat memberik n rekomendasi tertulis terhadap 
calon Perangka Desa selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja; 

f. Rekomendasi y ng diberikan Camat berupa 
persetujuan a au penolakan berdasarkan 
persyaratan yang itentukan; 

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala 
Desa menerbitk n Keputusan Perbekel tentang 
Pengangkatan Pe ngkat Desa; dan 

h. Dalam hal reko endasi Camat berisi penolakan, 
Perebekel melaku an penjaringan dan penyaringan 
kembali calon Per ngkat Desa. 



(2) Khusus untuk pengangkatan Perangkat Desa untuk 
pelaksana kewilayahan, proses penjaringan dapat 
dilaksanakan dengan musyawarah oleh masyarakat di 
masing - masing Dusun yang bersangkutan dari 
beberapa calon yang memenuhi syarat. 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur 
dalam Peraturan Perbekel. 

BAB IV 
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 
Pemberhentian 

Pasal 8 

(1) Perbekel memberhentikan Perangkat Desa setelah 
berkonsultasi dengan Camat. 

(2) Perangkat Desa berhenti karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Permintaan sendiri; dan 
c. Diberhentikan. 

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c karena: 
a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

c. Berhalangan tetap; 
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat 

Desa; dan 
e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. 

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan 
Keputusan Perbekel dan disampaikan kepada Camat 
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. 

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih 
dahulu kepada Camat. 

(6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) wajib mendapatkan rekomendasi tertulis 
dari Camat. 

Bagian Kedua 
Pemberhentian Sementara 

Pasal 9 

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Perbekel 
setelah berkonsultasi dengan Camat. 



(2) Pemberhentian sementara Perangkat Pesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) karena: 
a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; 
b) ditetapkan sebagai terdakwa; 
c) tertangkap tangan dan ditahan; dan 
d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang 

diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b 
dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah 
oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap 
maka dikembalikan kepada jabatan semula. 

BABV 
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 10 
( 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa 

maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan 
oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari 
unsur yang sama. 

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Perbekel dengan Surat Perintah Tugas 
yang tembusannya disampaikan kepada Walikota 
melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal surat penugasan. 

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat 
Desa yang bersangkutan berhenti. 

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: 

a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di 
lingkungan Pemerintah Desa; dan 

b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat 
Desa; 

(5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 
(4) dikonsultasikan dengan Camat 

BAB VI 
UNSURSTAFPERANGKATDESA 

Pasal 11 

( 1) Perbekel dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. 

(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
untuk membantu Perangkat Desa sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. 



BAB VII 

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA 

Pasal 12 

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota yang berpedoman dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB VIII 

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA 

Pasal 13 

( 1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah 
diangkat dengan Keputusan Perbekel wajib mengikuti 
pelatihan awal masa tugas dan program-program 
pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan 
Pemerintah Desa. 

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kota, dan 
APBDesa, dan sumber lain yang sah. 

BAB IX 

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA 

Pasal 14 

( 1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menenma 
jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan 
tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang 
sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan 
perangkat desa. 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BABX 

LARANGAN 

Pasal 15 

Perangkat Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, 

anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongantertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau 

kewajibannya; 
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga 

dan/ atau golongan masyarakat tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok 

masyarakat Desa; 



f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima 
uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yangn dapat 
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi 

terlarang; 
1. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang 
di ten tukan dalam peraturan perundangan-undangan; 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan 
umum dan/ atau pemilihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan 
1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 

BAB XI 

SANKSI 

Pasal 16 

( 1) Perangkat Desa yang melanggar larangan se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif 
berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 17 

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan 
Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai 
habis masa tugas berdasarkan surat keputusan 
pengangkatannya. 

(2) Perangkat desa yang telah melaksanakan tugas sampai 
habis masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan berusia kurang dari 60 (enam) puluh tahun diangkat 
sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. 

(3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh Perbekel dengan 
menerbitkan Keputusan Perbekel yang baru tentang 
Pengangkatan Perangkat Desa. 



BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Denpasar. 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 29 Desember 2017 

WALIKOTA DENPASAR,;1 

l RA1 DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 29 Desember 2017 

SEKRETARIS °};]'f-OTA DENPASAR, 

RAI ISWARA 

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINS! BALI: 
(6,109/2017) 

L 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

I. UMUM 

Dalam rangka mendukung keberhasilan pemerintah Desa dalam 
bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di desa, Perbekel perlu dibantu oleh perangkat desa yang 
merupakan unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan 
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Kota 
Denpasar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun materi yang diatur dalam 
Peraturan Daerah ini meliputi Ruang lingkup, Persyaratan Pengangkatan, 
Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa, Peningkatan 
kapasitas Aparatur Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa, Penutup. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 

ayat (1) 
Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud huruf b adalah 
Kelihan Dusun. 

ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal 3 

ayat (1) 
Cukup Jelas 

ayat (2) 
Cukup Jelas 

ayat (3) 
Persyaratan Khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai 
sosial budaya adalah dengan memahami kondisi wilayah dusun 
setempat dan diajukan oleh Perbekel setempat. 

Pasal 4 
Cukup Jelas 



Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup Jelas 

Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Cukup Jelas 

Pasal 9 
Cukup Jelas 

Pasal 10 
Cukup Jelas 

Pasal 11 
Cukup Jelas 

Pasal 12 
Cukup Jelas 

Pasal 13 
Cukup Jelas 

Pasal 14 
Cukup Jelas 

Pasal 15 
Cukup Jelas 

Pasal 16 
Cukup Jelas 

Pasal 17 
Cukup Jelas 

Pasal 18 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 


